BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.65, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Alokasi Khusus.
Kurang Bayar.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 71/PMK.07/2009

TENTANG

ALOKASI KURANG BAYAR DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN
ANGGARAN 2007 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIIK INDONESIA,

Menimbang :a bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2009, telah ditetapkan alokas dana penyesuaian
untuk Kurang Bayar Dana Alokas Khusus Tahun
Anggaran 2007 untuk daerah Kabupaten dan Kota;

b. bahwa Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun
Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagal
dasar penyaluran Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus
dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar
Dana Alokas Khusus Tahun Anggaran 2007 yang
Dialokaskan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2009;



2009, No.65

Mengingat

:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4662);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4920);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengel olaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139);

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2006
tentang Penetgpan Alokas dan Pedoman Umum
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007,

1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-177/MK.7/2008 tanggal
19 Agustus 2008 kepada Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan tentang Permintaan Verifikasi dan Validas
Data Kurang Bayar Dana Alokas Khusus dan Dana
Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya Tahun 2007;

2. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor: S-1313/K/D4/2008 tanggal 13 November 2008
tentang Penyampaian Laporan Kompilas Nasional Hasll
Verifikas dan Vaidas Data Kurang Bayar Dana Alokasi
Khusus dan Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan
Lainnya Tahun 2007;

3. Surat Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor: S-036/D4/02/2009 tanggal 16
Februari 2009 tentang Laporan Hasil Verifikas dan
Validas Data Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus dan
Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya Tahun
2007;

MEMUTUSKAN:

'PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

ALOKASI KURANG BAYAR DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2007 YANG DIALOKASIKAN
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009.
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Pasal 1

(1) Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007
dialokasikan kepada daerah kabupaten dan kota yang telah
melaksanakan realisas fisk pekerjaan selesa 100%
(seratus persen) sampa dengan Tahun Anggaran 2007,
berdasarkan data yang telah diverifikas dan divalidasi oleh
Badan Pengawasan K euangan dan Pembangunan (BPKP).

(2)Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun
Anggaran 2007 sebagaimana, dimaksud pada ayat (1)
adalah sebesar Rp197.125.958.285,00 (seratus sembilan
puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta sembilan
ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima
rupiah).

Pasal 2

(1) Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun
Anggaran 2007 berasal dari alokas dana penyesuaian yang
tercatat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2009.

(2)Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun
Anggaran 2007 merupakan bagian dari pendapatan daerah
dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun 2009 atau APBD Perubahan Tahun
2009 pada kelompok Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

(3)Alokass Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun
Anggaran 2007 untuk masing-masing daerah adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(4)Pembayaran Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus untuk
masing-masing bidang diatur oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan besaran alokas Kurang Bayar Dana Alokasi
Khusus Tahun Anggaran 2007 sebaga mana dimaksud pada

ayat (3).
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Pasal 3

(1) Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2007 dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dari Rekening Kas Negara ke Rekening
Kas Umum Daerah.

(2)Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sekaligus, paling lambat pada bulan
Desember Tahun 2009.

(3)Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2007 dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan.

(4)Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2007.

(5)Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
untuk mendapat Pengesahan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mula berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 8 April 2009

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK
INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Padatanggal 8 April 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 71 /PMK.07/2009 TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR  DANA
ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN
2007 YANG DIALOKASIKAN  DALAM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2009

KURANG BAYAR DANA ALOKAS!I KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2007
UNTUK KABUPATEN DAN KOTA

(dalam rupiah)
NO DAERAH JUMLAH
1. Kab. Aceh Barat 20,605,446
2. Kab. Aceh Tamiang 7,376,343,540
3. Kab. Aceh Utara 121,120,781
4, Kab. Asahan 4,128,936,475
5. Kota Tanjung Balai 5,899,492,022
6. Kab. Pesisir Selatan 4,574,841,345
7. |Kota Padang 657,318,806
8. |Kab. Rokan Hilir 3,948,734,080
9. [Kota Dumai 809,158,440
10. |Kab. Bintan 5,798,633,436
11. |Kab. Lingga 3,804,090,317
12. |Kab. Natuna 402,620,009
13. |Kota Tanjung Pinang 4,422,971,151
14. |Kab. Bungo 2,149,249,564
15. |Kab. Tebo 8,158,924,076
16. |Kab. Bangka Barat 6,439,549,357
17. |Kab. Bangka Tengah 3,040,812,506
18. |Kota Metro 238,044,207
19. |Kab. Bandung 1,239,934,565
20. |[Kota Bandung 1,298,283,977
21. |Kota Cimahi 241,501,139
22. |Kab. Lebak 3,992,287,561
23. |Kab. Magetan 335,697,063
24, |Kab. Ngawi 12,401,464,758
25. |Kab. Pasuruan 15,172,770
26. |Kota Surabaya 82,916,745
27. |Kab. Katingan 426,941,000
28. |Kab. Lamandau 976,191,983
29. |Kab. Kutai Timur 14,057,774,802
30. |Kab. Penajam Paser Utara 2,842,870,350
31. |Kota Samarinda 1,054,214,256
32. |[Kab. Bolaang Mongondow 2,128,695,939
33. [Kab. Sangihe 2,778,500,775
34. |Kota Manado 4,253,114,957
35. |[Kab. Luwu 79,400,000
36. |Kab. Mamuju Utara 951,314,471
37. |Kab. Buol 13,598,790,306
38. |Kab. Alor 7,453,305,890
39. |Kab. Manggarai 1,832,043,776
40. |Kab. Manggarai Barat 319,865,245
41. |Kab. Timor Tengah Selatan 4,876,167,126
42, |Kab. Timor Tengah Utara 30,380,454
43. |Kab. Maluku Tenggara Barat 4,736,387,323
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(dalam rupiah)
NO DAERAH JUMLAH
44, |Kab. Asmat 12,391,840,335
45. |Kab. Biak Numfor 4,658,888,542
46. |[Kab. Jayawijaya 354,800,000
47. |Kab. Mappi 18,502,726,955
48. |Kab. Tolikara 1,584,574,950
49. |Kab. Yahukimo 15,587,351,364
50. |Kab. Sorong Selatan 51,113,350
TOTAL 197,125,958,285
v 4
- MENTERI KEUANGAN

SRIMULYANIINDRAWATL



